
BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang

Retribusi tidak dapat berlaku surut;

c. bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten

Trenggalek belum memiliki Peraturan Daerah Kabupaten

Trenggalek tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

sehingga pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan

Gedung tidak dapat dilakukan;

d. bahwa agar pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan

Gedung tetap dapat berjalan serta untuk meiaksanakan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 202 I Nomor

: Olll5976lSJ tentang Percepatan Penl.usunan Regulasi

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan

Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi

Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
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TENTANG

LARANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
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Tenaga Kerja Asing Huruf B angka 2 huruf d maka pelayanan

Persetujuan Bangunan Gedung tidak disertai pungutan

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Larangan

Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 385 1);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 202 1 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1s7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2O2O Nomor

l3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor

118);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O22 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2O2 1 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2O2l tertang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Bertta Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

202 1 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Larangan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang

mengatur terkait dengan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung.

Dengan adanya larangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU Keputusan Bupati ini maka:
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a. dasar penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah dengan

besaran Rp.O (nol rupiah); dan

b. pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung tetap

dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan

Gedung (SIMBG) dengan cara menginput Tarif Retribusi

Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Segala biaya yang diperlukan atas proses layanan penerbitan

Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Trenggalek.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 3 2422

t"*ATI TREN
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